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pAERAH TERTINGGAL

Angkutan laut seperti perintis, tol laut, maupun penyeberangan
untuk menghubungkan daerah tertinggal, terpencil, terduar dan perbatasan
serta memperiancar mobilisasi penumpang dan barang untuk memperiuas
konektivitas ke wilayah 3TP serta mendorong pemerataan pembangunan
wilayah. Buku ini diharapkan sebagai refensi dalam mempertimbangkan
besaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi
di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP). Selama
perjalanan, penumpang tentunya akan mengeluarkan biaya selain tiket
diantaranya makan dan minum untuk persiapan diatas kapal, dan transportasi
di darat dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan
biaya sesuai dengan jarak perjalanan. Kemampuan daya beli masyarakat
untuk perjalanan dengan fransportasi laut masih dirasa terjangkau baik dan
tidak berpengaruh pada hari-hari biasa maupun bertepatan dengan hari libur
dan hari raya keagamaan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku ini merupakan buah karya yang
dilakukan bersama dengan diberi judul “Manajemen Transportasi
Daerah Tertinggal”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk
menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan
banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu
penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
pembaca.

Buku ini mencoba membahas permasalahan sistem
transportasi laut dan penyeberangan terutama pada tingkat daya
beli masyarakat untuk jasa transportasi adalah esensinya
merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta
maupun masyarakat dalam wupaya masyarakat melakukan
perjalanan transportasi laut dengan biaya yang terjangkau.
Peranan sistem transportasi pada wilayah tertinggal di Indonesia
sebagai backbone antar pulau dalam sistem pergerakan barang
dan manusia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini
akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

iii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ctcrninrcnenntsesnsseessssesesnassene III
DAFTAR ISLnereteneeieneneensteneenesssenesssssssesssssssesssssssssssssssens v
DAFTAR ISTILAH.....ccuoiirereniiirennnissesennssssessnsssssessnssesesssnsases A%
BAB1 PENDAHULUAN .....iiintntitntstntssesssesssssesesssssssssssssssssesns 1
BAB 2 PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH
TERTINGGAL .....eeeeetrreneenntsneenssssenessssssessssssssssssenens 5
A. Wilayah Tertinggal.........cccocccvreiineineinieieieeeeee 5
B. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ................ 8
C. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
Terting@al ......covvevivieuiieieeeee e 10
D. Strategis Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal ........oociviiiiiiiiiccceeee e 13
BAB 3 ASPEK TRANSPORTASI DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH.....titeeiiniireninsisesnnissesennssssesessssssessssssens 20
A. Fungsi Transportasi...........ccocevvevveiiiniiiiincicicice, 20
B. Faktor Mempengaruhi Jasa Transportasi...................... 26
C. Pelayanan Transportasi..........coccceeeeeeeecrecncincninecnns 27
D. Pengembangan Wilayah Dan Transportasi .................. 32
E. Indikator Pengembangan Wilayah...........c.ccccocccenennie. 35
F. Konektifitas Transportasi Laut..........ccccccceveevnccencnnnnne. 39
BAB 4 DAYA BELI MASYARAKAT.......covvrirerrnirrineeieninennanns 54
A. Karakterik Minat Daya Beli...........ccccccoveninnnnnnn 54
B. Tujuan Minat Daya Beli.........cccccooiiiiinniiiiniees 55
C. Pengukuran Daya Beli Masyarakat ...........c.ccccocccenennee. 57
D. Kemauan dan Kemampuan Daya Beli ............cc.c........ 58
DAFTAR PUSTAKA.......otritrctennttennsssesessnsssesssnssssesessanns 65

iv



DAFTAR ISTILAH

Pelayaran: Satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan
di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritim;

Kapal, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin,
atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Kapal penumpang, adalah kendaraan air dengan bentuk
dan jenis tertentu yang digunakan untuk mengangkut lebih dari 12
orang penumpang;

Penumpang, adalah setiap orang yang menggunakan jasa
angkutan kapal;

Pelayanan, dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan
bahwa pelayanan merupakan suatu usaha melayani kebutuhan
orang lain. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan
yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan
orang lain atau alat/mesin dengan tujuan untuk memberikan
kepuasan pelanggan;

Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute-rute
pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan;

Jaringan prasarana transportasi adalah serangkaian simpul
yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk
satu kesatuan;

Aksesibilitas, didefinisikan sebagai ukuran kapasitas lokasi
yang akan dicapai oleh, atau untuk mencapai lokasi yang berbeda.
Oleha karena itu kapasitas dan pengaturan infrastruktur
transportasi merupakan elemen kunci dalam penentuan
aksesibilitas;

Trayek, adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari
satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi
satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/ atau barang
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.



Trayek Angkutan Laut, terdiri trayek tetap dan teratur
(liner), dan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Menurut
PP 20/2010, trayek tetap dan teratur (liner) adalah pelayanan
angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan
berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah. Sedangkan
trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper) adalah pelayanan
angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur;

Penyelenggara Jasa Angkutan Penumpang, adalah Badan
Usaha yang menyelenggarakan layanan jasa angkutan penumpang
dengan menggunakan kapal;

Jaringan Perintis, adalah trayek angkutan laut yang
menghubungkan daerah terpencil, daerah yang belum
berkembang dan atau daerah perbatasan dengan pelabuhan yang
berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan
yang bukan berfungsi sebagai akumulasi dan distribusi;

Daerah Terpencil, adalah ukuran untuk suatu daerah
ditinjau berdasarkan layanan transportasi yang tersedia, baik
transportasi darat, laut maupun udara.

Daerah Tertinggal, adalah ukuran untuk suatu daerah
ditinjau berdasarkan ketersediaan fasilitas umum, fasilitas
pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh
penduduknya.

Daerah Miskin, adalah ukuran suatu daerah ditinjau
berdasarkan tingkat pendapatan penduduk per bulan.

Daya beli jasa, adalah kemampuan dan kemauan orang
untuk membayar sesuatu berdasarkan harga yang ditentukan.
Dalam hal ini, daya beli jasa transportasi sebagai ukuran untuk
menentukan indeks.
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BAB
PENDAHULUAN

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang
masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang
dibandingkan dengan daerah lain dalam lingkup skala nasional.
Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, karena
beberapa faktor penyebab, antara lain geografis, sumber daya
alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah
terisolasi, rawan konflik, dan rawan bencana. Pembangunan
daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah
suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai
permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi
daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya
sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat
Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal ini berbeda
dengan penanggulangan kemiskinan dalam hal cakupan
pembangunannya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya
meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan
keamanan.

Kriteria wilayah bisa dikatakan sebagai daerah tertinggal
ada 6 (enam), yaitu faktor ekonomi, faktor sumber daya manusia,
faktor infrastruktur (prasarana), faktor kapasitas wilayah, faktor
aksesibilitas, dan faktor karakteristik daerah. Berdasarkan hal
tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah
tertinggal lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di
daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah,
aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal
dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada



BAB PERCEPATAN

PEMBANGUNAN
WILAYAH TERTINGGAL

A. Wilayah Tertinggal

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia (2004), daerah tertinggal adalah
daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang
dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan
berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), wilayah tertinggal
pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif
terpencil, atau wilayah - wilayah yang miskin sumberdaya
alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan
suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan
ekonomi  masyarakatnya mencerminkan keterlambatan
pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya,
wilayah tertinggal dalam kerangka penataan ruang nasional
didefenisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi
jauh tertinggal dari rata-rata nasional, baik akibat kondisi
geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya.

Menurut Bappenas (2004), pengertian yang lebih umum
menyebutkan bahwa wilayah tertinggal merupakan wilayah
pedesaan yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan
sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan
aksesibilitasnya ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal inilah
yang menyebabkan kemiskinan serta kondisinya relatif
tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti dan
memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah. Pada
hakekatnya pelaksanaan program pembangunan daerah
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ASPEK TRANSPORTASI
DAN PENGEMBANGAN
WILAYAH

Fungsi Transportasi

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut
penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi
bagi kegunaan seseorang (personal place utility). Peranan
transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau
mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya
pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.
Transportasi ~ berfungsi  sebagai  sektor  penunjang
pembangunan (the promoting sector) dan pemberi jasa (the
servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. Manfaat
Transportasi (perangkutan) bukanlah tujuan melainkan
sarana untuk mencapai tujuan. Sementara itu, kegiatan
masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan produksi
barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan yang beraneka.

Barang vyang diangkut adalah untuk memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat atau barang yang dimaksud
digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk
akhir. Orang yang menggunakan jasa ransportasi adalah untuk
bekerja, berdagang, menghadiri pertemuan, atau melakukan
kegiatan lainnya. Fungsi utama transportasi ada dua, yaitu 1)
sebagai  penunjang  dimaksudkan  untuk  melayani
pengembangan disektor lain yaitu sektor pertanian, industri,
perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi
dan lainnya. dan 2) sebagai pendorong atau pendukung
pembangunan, maksudnya bahwa pengadaan/pembangunan
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DAYA BELI
MASYARAKAT

Karakterik Minat Daya Beli
Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang
mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perilaku dan
minat juga merupakan sumber motivasi yang akan
mengarahkan seseorang dalam melakukan apa yang mereka
lakukan. Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku
dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor
minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen
perilaku  konsumen  dalam  sikap = mengkonsumsi,
kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan
membeli benar-benar dilaksanakan. Minat memiliki sifat dan
karakter khusus sebagai berikut:
1. Minat bersifat pribadi (individual), ada perbedaan antara
minat seseorang dan orang lain.
2. Minat menimbulkan efek diskriminatif.
3. Erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi dan
dipengaruhi motivasi.
4. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan
lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan,
pengalaman, dan mode.

Minat beli merupakan suatu yang berhubungan dengan
rencana konsumen untuk membeli produk tertentu dalam
waktu tertentu. Pembelian nyata terjadi apabila konsumen
telah memiliki minat untuk membeli sebuah produk.
Pembelian nyata merupakan sasaran akhir konsumen dimana
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EC00202380501, 13 September 2023

Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT., Dr. Ir. Paulus Raga, MT dkk

Puri Patene Permai Blok €5-20 RW 12 RT 3 Kelurahan Sudiang Kec
Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,
Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90242

Indonesia

Dr. S. Kamran Aksa, 8T., MT., Dr. Ir. Paulus Raga, MT dkk

Puri Paterie Permai Biok C3-20 RW 12 RT 3 Kelurahan Sudidng Kec
Biringkanaya Kota Makassar Proyinsi Sulawesi Selatan,
Biring K anaya, Makassar, Sulawest Selatan, 90242

Indonesia

Buku

Manajemen Transportasi Daerah Tertinggal
13 Juli 2023, di Purbalingga

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1

Januari tahun berikutnya.
000513454

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta,

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat peryataan,

70

an MENTERI HUKUM DAN HAK ASASTMANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permehonan




